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BAB I 

PENDAHULUAN 

BAB I PENDAHULUAN 

 Latar Belakang Masalah 

Kehidupan bermasyarakat menciptakan hubungan antar subjek hukum yang 

memiliki hak dan kewajiban. Hukum pedata mengatur tentang dua subjek hukum 

yaitu orang atau manusia (naturlijk persoon) dan badan hukum (rechts persoon). 

Orang atau badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum yang merupakan 

pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum. Salah satu perbuatan 

hukum yang dapat dilakukan adalah membuat perjanjian. Hukum perdata Indonesia 

mengatur tentang asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 KUHPerdata menjelaskan 

bahwa  “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya.” Kebebasan berkontrak dapat diartikan kebebasan 

bagi subjek hukum untuk menentukan dengan siapa mereka membuat perjanjian 

serta bagaimana isi dan bentuk dari perjanjian itu sendiri.  

Perjanjian dapat dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang agar 

memberi kepastian dan perlindungan sebagai alat bukti yang sah. Notaris sebagai 

pejabat umum berada di bawah pengawasan Kementrian Hukum dan HAM 

Republik Indonesia. Notaris diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk 

melaksanakan sebagian fungsi hukum privat (perdata) kepada kepentingan hukum 

masyarakat. Posisi notaris dianggap bukan merupakan perpanjangan tangan 

pemerintah tetapi merupakan pejabat yang netral atau tidak memihak 

(onpartijdigheid – impartiality) dan mandiri atau independen (onafhankelijk – 

independence). Mengenai Jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris. 

Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan pengertian “Notaris yaitu 

merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan 

kewenangan lainnya sesuai undang-undang ini atau undang – undang lainnya.”1 

Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik sejauh pembuatan akta 

                                                             
1 Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1. 
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tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada 

yang memang diharuskan dibuat dalam menciptakan ketertiban, kepastian dan 

perlindungan terhadap hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Selain itu pembuatan akta otentik juga dapat dibuat sesuai dengan keinginan para 

pihak yang memiliki kepentingan demi terjaminnya hak dan kewajiban para pihak 

tersebut.  

Eksistensi notaris sebagai pejabat umum tidak hanya berkaitan dengan 

pembuatan akta otentik atau wewenang lainnya sesuai dengan UUJN-P, tetapi juga 

memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum terkait dengan akta-

akta notaris. Notaris sebagai suatu jabatan yang berwibawa layaknya pejabat 

Negara diperlukan pedoman kode etik dalam menjalankan profesinya. Kode etik 

notaris disusun dan dirancang oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Pentingnya suatu 

profesi notaris juga ditunjukan dengan keberadaan Majelis Pengawas Notaris 

(MPN) yang bertugas meliputi pengawasan terhadap kinerja seorang notaris agar 

tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. 

Akta yang ditanda tangani dan dibuat dihadapan atau oleh notaris mempunyai 

kedudukan sebagai suatu akta otentik yang bentuk dan tata caranya ditetapkan 

dalam UUJN-P.2 Dalam Pasal 58 ayat 2 UUJN secara tidak langsung menjelaskan 

bahwa akta notaris terbagi menjadi 2 yaitu akta yang dibuat oleh (door) notaris dan 

akta yang dibuat dihadapan (ten overstaan) notaris. Akta yang dibuat oleh notaris 

pada umumnya disebut sebagai akta relaas atau akta berita acara yang dimana isinya 

uraian notaris yang hadir melihat dan menyaksikan sendiri atas pemintaan pihak-

pihak agar perbuatan hukum yang dilakukan para pihak dituangkan dalam bentuk 

akta notaris. Akta yang dibuat dihadapan notaris dalam  prakteknya disebut dengan 

akta pihak yang berisikan keterangan atau pernyataan para pihak yang disampaikan 

kepada notaris, notaris atas permintaan para pihak menuangkan uraian tersebut ke 

dalam akta notaris. 3 

Akta notaris dapat dikatakan sebagai bukti yang sempurna jika prosedur 

dalam pembuatan akta dipenuhi dan tidak melanggar syarat sah suatu perjanjian. 

                                                             
2 Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 7 
3 G.H.S Lumbang Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta, Erlangga, 1983, hlm 51 
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Syarat sah suatu akta notaris dapat dikatakan sebagai akta otentik diatur dalam pasal 

38, pasal 39, pasal 40 dan pasal 44 UUJN-P.  

Dalam pembuatan akta notaris kehadiran saksi merupakan suatu syarat akta 

tersebut dapat dikatakan sebagai akta otentik. Saksi harus dianggap cakap untuk 

melihat, mendengar dan menyaksikan perbuatan para pihak. Saksi berperan untuk 

menentukan apakah syarat syarat formil dibuatnya akta tersebut telah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu biasanya saksi saksi yang 

dihadirkan merupakan karyawan notaris itu sendiri yang mengerti tata cara 

pembuatan suatu akta. Pasal 171 HIR menejalaskan bahwa apa yang diterangkan 

oleh saksi merupakan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri, dalam setiap 

kesaksian harus disertai dengan alasan penyebab seorang saksi dapat mengetahui 

apa yang ia terangkan. 

Akta notaris dapat dijadikan alat bukti dan dianggap mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna. Seluruh ketentuan prosedur pembuatan akta harus 

dapat dibuktikan, jika akta tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang ada maka 

ketika proses pengadilan dan akta tersebut menjadi barang bukti, dapat dinyatakan 

sebagai akta dibawah tangan. Jika kedudukan akta notaris tersebut sudah dibawah 

tangan maka nilai pembuktiannya akan diserahkan kepada penilaian hakim. 4 

Dalam kenotariatan dikenal 2 (dua) jenis saksi, menurut Tan Thong Kie yaitu 

saksi instrumenter dan saksi pengenal.5 Saksi akta yang biasanya merupakan 

karyawan notaris tentu hanya sebatas ikut serta dalam pembuatan terjadinya akta 

(instrument) dan hanya bertanggung jawab pada formalitas-formalitas akta yang 

diharuskan dalam UUJN, setelahnya saksi menandatangai akta tersebut, maka 

disebut sebagai saksi intrumenter (instrumentaire getuigen). Saksi pengenal yakni 

saksi yang memperkenalkan para pihak kepada notaris, pengenalan tersebut 

nantinya harus dinyatakan dalam akta. Pengenalan ini dikarenakan para pihak tidak 

memiliki identitas atau notaris meragukan identitas para pihak, maka notaris dapat 

diperkenalkan melalui saksi pengenal. Dalam prakteknya saksi pengenal di zaman 

ini sudah jarang ditemukan atau sudah tidak digunakan lagi karena hampir setiap 

orang sudah memiliki identitas baik berupa KTP, SIM atau identitas lainnya. 

                                                             
4 Habib adjie, Memahami dan Menguasai Teori Akta Notaris, Semarang, Duta Nusindo Semarang, 

2018, hlm 8. 
5 Tan Thong Kie, Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris, Jakarta, Ichtiar Baru, 1994, hlm 268. 
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Seperti yang telah dijelaskan diatas saksi memiliki peranan yang penting. 

Saksi-saksi lain yang bukan dalam pembuatan suatu akta dalam proses memberikan 

kesaksiannya atas suatu kejadian disumpah terlebih dahulu, tetapi para karyawan 

notaris atas kesaksiannya dianggap menjadi satu kesatuan dengan notaris sebagai 

pembuat akta.  

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan tugas pelayanan kepada 

publik dalam bidang hukum perdata, maka terhadap kesalahan notaris dapat 

dibedakan antara yang sifatnya pribadi (personal fault) dan kesalahan didalam 

menjalankan tugasnya (in service fault).  Notaris merupakan salah satu profesi yang 

mempunyai hak ingkar untuk tidak hadir dalam persidangan. Dalam hal 

pemanggilan notaris ke persidangan pun harus dengan izin dari Majelis 

Kehormatan Notaris. Pasal 18 ayat 1 huruf b Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 

menyatakan bahwa salah satu tugas Majelis Kehormatan Notaris Wilayah adalah  

memberikan izin atau penolakan pemanggilan notaris untuk hadir dalam 

penyidikan, penuntutan maupun proses persidangan.  

Sebagai profesi yang bergerak dibidang jasa tentu notaris membutuhkan 

bantuan tenaga kerja dalam hal ini karyawan notaris. Notaris pada umumnya 

mengutamakan karyawannya untuk menjadi saksi instrumenter, mengingat saksi 

instrumenter harus dikenal oleh notaris. Terutama kaitannya dengan kepercayaan, 

identitas dan kredibilitas karyawan notaris, tentu hal tersebut sulit notaris dapatkan 

dari orang lain untuk menjadi saksi dalam aktanya.6 Hal ini tentu juga dapat 

dilakukan jika karyawan notaris dapat memenuhi syarat menjadi saksi seperti yang 

telah diatur dalam pasal 40 UUJN-P.  

Dalam prakteknya mengenai kedudukan saksi instrumenter dianggap sama 

dengan saksi yang melihat dan mendengar langsung suatu kejadian. Para penegak 

hukum dalam kenyataannya sering memanggil saksi instrumenter untuk mencari 

kebenaran materil. Para penegak hukum sering memanggil saksi-saksi akta dengan 

harapan mereka memberikan keterangan yang nantinya dapat digunakan untuk 

menjadi dasar pemanggilan notaris. 

                                                             
6 Hatta Isnaini & Imam Safi’I, ”Tanggung jawab mantan karyawan notaris sebagai saksi 

aktaterhadap kerahasiaan akta”, Res Judicata, Volume 2, Nomor 1, Juni 2019, hlm 216. 
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Pemanggilan sasksi instrumenter merupakan suatu praktek yang dianggap 

menyimpang karena dilihat sebagai suatu upaya membongkar rahasia jabatan 

notaris melalui keterangan saksi instrumenter. Hal tersebut diangap tidak sesuai 

dengan Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN-P yang dimana notaris dalam menjalankan 

tugas jabatannya harus merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya 

dan segala keterangan yang diperolehnya untuk pembuatan akta sesuai dengan 

sumpah jabatan notaris, kecuali undang-undang menentukan lain. 7 

UUJN maupun UUJN-P tidak mengatur perlindungan hukum terhadap 

pemanggilan saksi instrumenter dalam proses persidangan ketika terjadi 

permasalahan hukum terhadap akta notaris. UUJN hanya mengatur tentang syarat-

syarat menjadi saksi dan tidak menjelaskan kedudukan serta perlindungan 

hukumya. Disinilah terjadi kekosongan hukum dalam perlindungan saksi 

instrumenter yang sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum yang jelas. 

Mengingat posisi saksi instrumenter yang penting dalam keabsahan suatu akta 

notaris. Jangan sampai akta notaris yang merupakan akta otentik dengan bukti 

sempurna menjadi akta dibawah tangan yang dapat merugikan para pihak. 

Berikut beberapa contoh kasus yang saksi akta dihadiri untuk dimintai 

keterangan atau kesaksiannya : 

1. Pada perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Pin, Pengadilan Negeri Kelas 

II Pinrang, antara H. Halimuddin, SH sebagai penggugat melawan H. Andi 

Hastianti sebagai tergugat I, Namri sebagai tergugat II, Baharuddin yusuf, SE 

sebagai tergugat III dan Hj. Nisa sebagai tergugat IV. Akta perjanjian 

kerjasama nomor 32 tanggal 16 agustus 2016 yang dibuat dihadapan notaris 

Muhammad Tahir, SH sebagai bukti di persidangan. Dalam persidangan 

tersebut notaris Muhammad Tahir, SH tidak dijadikan saksi, sedangkan 2 (dua) 

orang stafnya Muhammad Sappe dan Nawahida dihadirkan oleh penggugat 

untuk memberikan kesaksian. Muhammad Sappe dan Nawahida menerangkan 

bahwa mereka yang menjadi saksi akta pada akta perjanjian kerjasama tersebut. 

Mereka juga menerangkan bahwa pada saat pembacaan dan penandatangan 

akta penggugat dengan tergugat I, tergugat II dan tergugat III hadir ke kantor 

notaris, sedangkan tergugat  IV  disusulkan dirumahnya untuk pembacaan dan 

                                                             
7 Habib adjie, Op.Cit., hlm 45 
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penadatanganan akta. Perkara ini merupakan tindakan wanprestasi yang 

dilakukan para tergugat kepada penggugat. Para tergugat belum menyelesaikan 

kewajibannya untuk pembayaran bagi hasil dan pengembalian modal.8 

2. Perkara Perdata Nomor 140/Pdt.G/2020/PN.BDG, Pengadilan Negeri 

Bandung antara Hanny Untar sebagai penggugat melawan Rachmat Affandi 

Hatadji sebagai tergugat I, Tien Kartini Rachmat sebagai tergugat II, Olih 

Darmawan Hatadji sebagai tergugat III dan Euis Komala, S.H sebagai tergugat 

IV. Ati Haryati yang merupakan staf notaris Euis Komala S.H yang dihadirkan 

oleh penggugat. Kasus ini berawal saat penggugat membeli tanah dari para ahli 

waris Idji Hatadji (tergugat I, tergugat II dan tergugat III) berdasarkan SHM 

Nomor 2045/Lengkong, penggugat meminta kepada notaris untuk dilakukan 

pengecekan keabsahan sertipikat ke BPN dan notaris menyatakan sertipikat 

tersebut tidak sedang dalam sengketa yang kemudian dibuat akta PPJB Nomor 

1 tanggal 05 September 2014 oleh notaris Euis Komala, S.H. Namun pihak 

penggugat sebagai pembeli tidak pernah ditunjukan sertipikat asli dengan 

alasan bahwa masih sedang dalam proses baliknama waris. Karena curiga 

akhirnya penggugat mengecek sendiri ke BPN proses baliknama waris 

sertipikat tersebut. Ternyata BPN menyatakan SHM Nomor 2045/Lengkong 

sedang dalam sengketa dengan pihak lain dan dilakukan pemblokiran. Ati 

Haryanti dalam kesaksiannya menjelaskan bahwa Akta PPJB tersebut ia yang 

membuat dan ia menjadi saksi aktanya. Ia menjelaskan bahwa para pihak tidak 

keberatan, kemudian akta tersebut dibacakan notaris dan ditanda tangani. Ati 

Haryanti dalam kesaksiannya juga ditanyakan perihal objek sengketa bukan 

hanya tentang formalitas akta.9 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka 

penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “KEDUDUKAN DAN 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI INSTRUMENTER DALAM 

HAL TERJADI PERMASALAHAN PADA AKTA NOTARIS” 

 

                                                             
8 Pengadilan Negeri Pinrang, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Pin, antara H. Halimuddin, SH 

sebagai melawan H. Andi Hastianti, Namri, Baharuddin yusuf, SE dan Hj. Nisa. 
9 Pengadilan Negeri Bandung, Putusan Nomor 140/Pdt.G/2020/PN.BDG, antara Hanny Untar 

melawan Rachmat Affandi Hatadji, Tien Kartini Rachmat, Olih Darmawan Hatadji dan Euis 

Komala, S.H. 
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 Identifikasi Masalah 

1. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

masalah yang akan diteliti berkaitan dengan kedudukan saksi instrumenter 

yang dianggap sama dengan saksi pada umunya oleh para penegak hukum. 

Pemanggilan saksi instrumenter dilihat sebagai ketidakmampuan pihak-pihak 

tertentu dalam memahami akta notaris. Saksi intrumenter yang merupakan 

syarat formal akta notaris sudah seharusnya dipahami secara menyeluruh 

(holistic integral) dengan akta notaris mulai dari awal akta sampai akhir akta.  

2. Ketika dikemudian hari terjadi kasus terhadap akta notaris dalam prakteknya 

tidak jarang karyawan notaris yang menjadi saksi instrumenter ikut terbawa 

kedalam kasus tersebut. Saksi instrumenter yang hadir dalam peresmian akta 

masuk kedalam bidang kenotariatan, tetapi didalam Undang-Undang Jabatan 

Notaris yang merupakan satu satunya hukum mengenai kenotariatan belum 

mengatur mengenai perlindungan terhadap saksinya. Undang-Undang 

Jabatan Notaris tidak mengatur terkait dengan pemanggilan saksi 

instrumenter untuk menjadi saksi dalam persidangan. 

 

 Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, pokok-pokok permasalah yang akan 

dibahas dalam di dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap kedudukan saksi intrumenter dalam 

akta notaris dari perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris? 

2. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap saksi instrumenter 

dalam praktek jika terjadi masalah hukum atas akta notaris? 

 

 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan pokok dari penilitian ini 

yaitu : 

1. Untuk mengetahui kepastian hukum terhadap kedudukan saksi instrumenter 

dalam akta notaris dari perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. 

Kedudukan dan.., Ade yunita, Fakultas Ilmu Hukum 2021



8 

 

2. Untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum terhadap saksi 

instrumenter dalam praktek jika terjadi masalah hukum atas akta notaris. 

 

1.4.2.  Manfaat penelitian 

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. Manfaat yang diharapkan dari hasil penilitian pokok masalah yaitu: 

 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta mampu 

dijadikan referensi ilmu pengetahuan tentang hukum khususnya di bidang 

kenotariatan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat pula memberikan kontribusi, 

referensi dan bahan baca tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum maupun 

masyarakat luas. Serta dapat dijadikan rujukan atau referensi dan/atau 

dikembangkan dalam penelitian sejenis yang selanjutnya mengenai kedudukan 

serta perlindungan hukum terhadap saksi instrumenter. 

 

2. Manfaat praktis 

Hasil dari penelitian mengenai kedudukan dan perlindungan hukum terhadap 

saksi instrumenter ini diharapkan dapat dijadikan tambahan wawasan  untuk : 

a. Bagi Notaris, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, 

menjadi pengetahuan tambahan mengenai saksi yang berperan dalam akta 

yang dibuatnya. Mengingat saksi instrumenter sangat berperan dalam 

pembuatan suatu akta otentik yang merupakan alat bukti bahwa telah 

terjadi perbuatan hukum, yang dapat memberikan rasa keadilan, kepastian 

hukum yang diperoleh oleh para pihak berkaitan dengan suatu perbuatan 

hukum yang telah dilakukan dihadapan Notaris. 

b. Bagi aparat penegak hukum, diharapkan dapat memberikan masukan yang 

bermanfaat dalam hal perlindungan terhadap saksi intrumenter. Apabila 

akta notaris yang bermasalah dijadikan bukti dipersidangan saksi 

instrumenter yang ikut serta menandatangani akta mendapatkan 

perlindungan hukum yang pasti. 
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c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan serta 

pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya kedudukan saksi 

instrumenter dalam akta notaris, mengingat banyak masyarakat yang 

kurang memahami aturan yang berlaku mengenai saksi dalam pembuatan 

akta notaris.  

d. Bagi penulis sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan di bidang hukum kenotariatan mengenai kedudukan dan 

perlindungan hukum saksi instumenter dalam akta notaris  

 

 Kerangka teoristis, Kerangka konseptual dan Kerangka pemikiran 

1.5.1 Kerangka teoristis 

1. Teori kepastian hukum 

Menurut Apeldoorn kepastian hukum memiliki dua sisi, pertama tentang 

dapat dibentuknya hukum (bepaalbaarheid) dalam hal yang bersifat konkert. 

Artinya bahwa para pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam 

hal yang lebih khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum 

memiliki arti keamanan hukum. Artinya hukum memberikan perlindungan kepada 

para pihak dari kesewenangan hakim. Dalam paradigma positivisme, pengertian 

hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat 

perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung 

tinggi.10 

 

2. Teori perlindungan hukum 

Menurut Sadjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia seseorang yang dirugikan atau dilanggar 

orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar mereka 

menikmati haknya yang diberikan oleh hukum, dengan kata lain upaya hukum 

yang diberikan oleh aparat penegak hukum agar tercapainya rasa aman baik dari 

ancaman fisik maupun ancaman dari luar oleh pihak manapun.11 

 

                                                             
10 Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Bandung, Refika Aditama, 

2006, hlm 82. 
11 Sadjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53. 
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1.5.2 Kerangka konseptual 

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang berisi definisi-definisi dari 

variabel judul yang akan dijadikan pedoman dalam penulisan penelitian ini, antara 

lain : 

1. Saksi intrumenter adalah saksi yang mengetahui dan memahami semua aspek 

formalitas dalam pembuatan akta yang dilakukan dihadapan notaris, ikut serta 

menandatangani akta dan identitasnya tercantum dalam akta notaris.12 Secara 

umum dalam kenotariatan yang menjadi saksi instrumenter merupakan 

karyawan notaris itu sendiri. Karyawan notaris dianggap sudah memahami 

aspek formalitas dalam pembuatan akta notaris. 

2. Kedudukan salah satu artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara).13 Kedudukan 

diartikan sebagai tempat atau posisi sosial seseorang dalam suatu kelompok 

lingkup pergaulannya beserta dengan hak dan kewajibannya. Kedudukan juga 

dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah 

kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi 

kedudukan atau statusnya di tempat tingglnya tersebut.  

3. Perlindungan hukum merupakan prinsip yang bertumpu dan bersumber dari 

konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia, lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan serta perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia ditujukan kepada pembatasan dan peletakan 

kewajiban masyarakat dan pemerintah.14 

Perlindungan Hukum menurut CST Kansil adalah segala upaya hukum yang 

harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, 

baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari 

pihak manapun.15 

4. Akta otentik adalah “suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalamnya oleh 

atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu tempat di mana akta 

                                                             
12 Habib adjie, Op. Cit, hlm 44 
13 https://kbbi.web.id/kedudukan, diakses tanggal 17 Mei 2021 
14 Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, 

hlm 38. 
15 CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, 

hlm 34. 
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dibuatnya.16 Menurut R Soergondo akta otentik adalah akta dibuat dan 

diresmikan sesuai dengan bentuk hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, 

yang berwenang untuk demikian, ditempat dimana akta tersebut dibuat.17 

Akta otentik adalah alat bukti yang sempurna tentang apa yang termuat 

didalamnya (volledig bewijs). 

5. Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris 

menurut bentuk dan tata caranya ditetapkan oleh Undang Undang Jabatan 

Notaris.18 Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian 

yang sempurna, memiliki kekuatan yang mengikat dan telah memenuhi batas 

minimal alat bukti yang sah tanpa memerlukan alat bukti lain dalam suatu 

sengketa hukum perdata. 

6. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik 

mengenai perjanjian dan penetapan yang diharuskan suatu peraturan umum 

atau oleh para pihak yang berkepentingan dan menghendaki untuk dinyatakan 

ke dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal, penyimpanan akta dan 

memberikan grosee, salinan serta kutipan, sepanjang pembuatan akta tersebut 

tidak juga ditugaskan kepada pejabat lain.19 

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik 

dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868. 
17 R. Soegondo, Hukum Pembuktian, Jakarta, Pradnya Paramita, 1991, hlm 89. 
18 Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 7. 
19 G.H.S Lumban Tobing, Op.Cit., hlm 31. 
20 Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1. 
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1.5.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sistematika penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 

(lima) bab yang membahas tentang : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi 

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, 

Undang – Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945 Pasal 

28D ayat 1 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris 

Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata 

Teori Kepastian Hukum 

Teori Perlindungan Hukum 

KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP SAKSI INSTRUMENTER DALAM HAL 

TERJADI PERMASALAHAN PADA AKTA NOTARIS 

Analisis Kepastian Hukum 

Terhadap Kedudukan Saksi 

Instrumenter 

Analisis Perlindungan Hukum 

Terhadap Saksi Instrumenter 
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Kerangka teoristis, Kerangka konseptual dan Kerangka pemikiran, dan 

Sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan uraian mengenai tinjauan kepustakaan mengenai 

teori-teori, konsep-konsep yang nantinya dihubungkan dengan hasil 

penelitian, bab ini terdiri dari tinjauan tentang saksi secara umum, 

tinjauan tentang saksi dalam akta notaris, tinjauan tentang notaris, 

tinjauan tentang akta notaris, tinjauan tentang teori kepastian hukum 

dan tintajuan tentang teori perlindungan hukum. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini yang terdiri dari Jenis penelitian, Pendekatan penelitian, 

Sumber bahan hukum, Metode pengumpulan bahan hukum, Metode 

pengolahan dan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian 

mengenai kedudukan dan perlindungan terhadap saksi instrumenter. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

kedua rumusan masalah dalam penelitian mengenai kedudukan saksi 

instrumenter dalam akta notaris dan perlindungan hukum terhadap saksi 

instrumenter jika terjadi permasalahan hukum dengan akta notaris. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian skripsi dan saran dari 

penulis. 
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